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KEMENHUB. Orta Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 77 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 62 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan;

bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kementerian
Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dalam Surat Nomor B/295/M.KT.01/2018 tanggal 19
April 2018 Perihal Penataan Organisasi Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Kantor

Unit Penyelenggara Pelabuhan;
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Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM
62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun
2018 tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 854);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR KM 62 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT
PENYELENGGARA PELABUHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

130 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1400) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan; dan

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan;

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26
(1) Sejak berlakunya peraturan Menteri ini, jumlah
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan pada
Pelabuhan Non Komersil sebanyak 165 (seratus
enam puluh lima) yang terdiri atas:
a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

sebanyak 4 (empat) lokasi;
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b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II
sebanyak 40 (empat puluh) lokasi; dan
c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III
sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lokasi.
(2) Lokasi, nama pelabuhan dan wilayah kerja Kantor
Unit Penyelenggara Pelabuhan di pelabuhan
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab
dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIA dan pasal 26A

sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26A
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Menteri
sudah harus membentuk jabatan baru dan/atau
mengangkat pejabat baru, serta melaksanakan
penyesuaian dalam rangka penataan organisasi dan tata
kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini

paling lambat 6 (enam) bulan.

3. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



